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ABSTRAK 
 

Nama: Neneng Rita Fatmawati, NIM: 141300790, Judul Skripsi :  
Denda Pemotongan Upah Akibat Barang Hilang Menurut Hukum 
Islam dan PP. No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi di 
Indomaret dan Alfamart Kec. Cadasari Kab. Pandeglang) 

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan 
kepada karyawan atau tenaga kerja berdasarkan jam kerja, jumlah 
barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. 
Namun terdapat persoalan, bahwa pekerja/karyawan di perusahaan ritel 
tidak mendapatkan upah sepenuhnya, karena adanya pemotongan upah 
atau dikenakan sanksi untuk mengganti bila terjadi barang hilang baik 
karena kelalaian sendiri atau dari pihak lain. 

Dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai 
berikut :1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemotongan upah akibat 
barang hilang menurut PP. No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan? 2. 
Bagaimana pemotongan upah akibat barang hilang menurut hukum Islam? 3. 
Bagaimana relevansi pemotongan upah akibat barang hilang menurut PP. 
No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan hukum Islam?. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengaturan dan 
pelaksanaan pemotongan upah akibat barang hilang menurut PP. No. 
78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. 2. Untuk mengetahui 
pemotongan upah  akibat barang hilang menurut hukum Islam . 
3.Untuk mengetahui relevansi pemotongan upah akibat barang hilang 
menurut PP No.78 tahun 2015 dan Hukum Islam. 

Untuk melakukan penelitian dan mencari data skripsi ini, penulis 
mengunakan bentuk penelitian field research,  jenis penelitian kualitatif 
dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber yang 
digunakan yaitu sumber primer adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan sumber sekunder adalah UU RI No.13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan ,PP No. 78 Tahun 2015 Tentang 
Pengupahan dan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan 
pembahasan skripsi ini. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1). PP. No. 78 Tahun 
2015 Tentang Pengupahan membolehkan adanya pemotongan upah 
akibat barang hilang yang tercantum pada pasal 57 dan pasal 58. 2). 
Dalam Hukum Islam pun memperbolehkan, jika sudah tercantum 
dalam akad perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak,kecuali 
pemotongan upah tersebut dilakukan secara sepihak atau tidak 
dibacakan dalam perjanjian maka itu tidak disahkan. 3). Relevansi 
antara PP. No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Hukum Islam 
terhadap pemotongan upah akibat barang hilang, keduanya 
mementingkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. 
 


